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Prioritas Risiko

Rencana Penanganan Risiko Residual Harapan

Opsi Mitigasi Rencana Aksi Penanganan Risiko
Jadwal

Implementasi

Penanggung

Jawab
Level Kemungkinan

Level

Dampak
Level Risiko

1
Sedikitnya luaran penelitian Dosen yang terpublikasi pada

Jurnal Terakreditasi Nasional/Internasional

Mengurangi Kemungkinan

Risiko

Melaksanakan Peta Jalan Penelitian dan

Publikasi

Pembantu Ketua I
2 2 RENDAH

2 Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan
Mengurangi Kemungkinan &

Menurunkan Dampak Risiko

menyusun Dokumen Analisis jabatan Pembantu Ketua II
2 2 RENDAH

3

Sedikitnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk

memberikan inovasi kepada masyarakat yang melibatkan

mahasiswa

Menurunkan Dampak Risiko Melaksanakan peta Jalan Pengabdian

kepada Masyarakat

Pembantu Ketua I

2 2 RENDAH

4
Adanya tekanan dari pihak tertentu dalam memenangkan

penyedia tertentu

Menurunkan Dampak Risiko Refreshment pengadaan secara e-

purchasing bagi PPK, Pengelola

Pengadaan

Pembantu Ketua II

2 2 RENDAH

5
Tingkat partisipasi alumni dalam menginformasikan status

pekerjaan rendah

Mengurangi Kemungkinan

Risiko

Melaksanakan tracer study setidaknya

setiap pelaksanaan Wisuda,

melaksanakan temu alumni

Pembantu Ketua I

2 2 RENDAH

6 Kesalahan pembebanan akun anggaran
Mengurangi Kemungkinan

Risiko

Sosialisasi BAS Pembantu Ketua II
2 2 RENDAH

  Ditetapkan oleh:

R. M. Agung Harimurti Purnomojati

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE
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